BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,
Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pembangunan dan pemungutan Retribusi
Daerah  telah  ditetapkan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha;
bahwa berdasarkan perkembangan dan penambahan
objek retribusi jasa usaha maka Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2012 tentang
Retribusi jasa Usaha perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Mesuji
Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Mesuji(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
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Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3940);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4145);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan,Mutu,dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4424);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengolahan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Repbuplik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun
1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
diBidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;



Menetapkan

27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan

Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

dan

BUPATI MESUJI
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 04
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

PASAL I

Berberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun
2012 Nomor 04.Tambahan lembaran daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan daerah ini adalah :

@m0 ao o

Retribusi Terminal;

Retribusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Tempat Khusus Parkir:

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ditetapkan sebagai berikut:

No Jenis Objek Tipe Tarif Jangka
Waktu
Pemakaian
1 Pemakaian lapangan sepak Rp. 250.000,- | Setiap hari
bola
2 Pemakaian tanah untuk Rp. 2.500,- | m2/per
usaha kecil dan rumah tahun
Tinggal
3 Pemakaian tanah untuk BTS 5% x NJOP | Sesuai
Seluler dan menara lainnya perjanjian
4 Pemakaian Bangunan
/Ruangan/Gedung
a. Gedung Serba Guna (Milik Rp. 350.000,- | Per Hari
Pemda)




b. Aula Setdakab Mesuji Rp 250.000,- | Per Hari
c. Gedung Balai Kecamatan Rp. 200.000,- | Per Hari
d. Gedung Balai Kelurahan Rp. 100.000,- | Per Hari
e. GSG RSUD Mesuji Rp. 350.000,- | Per Hari
f. Aula Tertutup (Pada Taman Rp. 1.500.000,- | Per Hari
Kehati)
g. Sewa GSG termasuk Sound Rp. 20.000.000,- | Per Hari
System,Meja Kursi
Proyektor dan Parkir (Pada
Taman Kehati)
h. Sewa Guest House (Pada A Rp. 500.000,- Per Hari
Taman Kehati)
i. GSG Kecil termasuk Meja Rp. 350.000,- Per Hari
Kursi (Pada Taman Kehati)
j- Panggung Terbuka I, IIIII Rp. 350.000,- Per Hari
(Pada Taman Kehati)
k. Gues House (Pada Taman B Rp. 350.000,- Per Hari
Kehati)
Pemakaian Rumah Dinas
a. Rumah Dinas 100 Rp. 100.000,- | Per Bulan
b. Rumah Dinas 70 Rp 70.000,- | Per Bulan
c. Rumah Dinas 54 Rp. 54.000,- | Per Bulan
d. Rumah Dinas 32 Rp. 32.000,- | Per Bulan
e. Rumah Susun Pemda Rp. 500.000,- | Per Bulan
Pemakaian Kendaraan, Alat
Pertanian, dan Alat Berat
a. Dump truck Besar | Rp. 2.817.053,- Per Hari
b. Dump truck Kecil Rp. 1.863.280,- Per Hari
c. Bulldozer Rp. 526.512,- Per Jam
d. Exavator Standar | Rp. 555.001,- Per Jam
e. Exavator Long Rp. 559.549,- Per Jam
ARM
f. Exavator Mini Rp. 287.862, Per Jam
g. Vibro (Single Drum) Besar | Rp.272.977,- Per Jam
h. Vibro (Tandem Roller) Kecil Rp.287.947,- Per Jam
i. Vibro (Tandem Roller Besar | Rp.320.066,- Per Jam
Static)
j. Motor grader 135 HP Standar | Rp.573.470,- Per Jam
k. Motor grader 150 HP Standar | Rp.611.141,- Per Jam
1. Ferry wheel loader Standar | Rp.80.000,- Per Jam
m. Shovel Standar | Rp.80.000,- Per Jam
n. Genset Besar | Rp.220.035,- Per Jam
o. Asphalt Finisher Standar | Rp. 724.583-, Per Jam
p. Backhoe Loader Standar | Rp. 536.458,- Per Jam
q. Wheel Loader Standar | Rp. 459.697,- Per Jam
r. Track Loader Standar | Rp. 432.631 ,- Per Jam
s. Hyd Breaker Standar | Rp. 319.617 ,- PerJam
t. Cold Milling Standar | Rp. 602.579 ,- Per Jam
u. Mobil Tangki Air Besar | Rp. 263.983 ,- Per Jam
v. Mobil Tangki Air Kecil Rp. 196.382 ,- Per Jam
w. Mobil Mixcer Standar | Rp. 396.396 ,- Per Jam
x. Cranes Standar | Rp. 451.466 ,- Per Jam




y. Stamper Standar | Rp. 115.636 ,- Per Jam

z. Hand Tractor Standar | Rp. 204.698 ,- Per Jam

aa. Tractor Standar | Rp. 315.202 ,- Per Jam

bb. Asphalt Sprayer Standar | Rp. 211.762,- Per Jam

cc. Mixer Standar | Rp. 68.911,- Per Jam

dd. Mobilisasi Kec. Tanjung Standar | Rp.3.287.302,- Per Hari
Raya (PP)

ee. Mobilisasi Kec. Panca Jaya Kecil Rp. 2.537.302 Per Hari
(PP)

ff. Mobilisasi Kec. Simpang Standar | Rp. 3.662.302,- Per Hari
(PP)

gg. Mobilisasi Kec. Mesuji (PP) Standar | Rp. 4.037.302,- Per Hari

hh. Mobilisasi Kec. Mesuji Standar | Rp. 4.787.302 ,- Per Hari
Timur (PP)

ii. Mobilisasi Kec. Way Serdang | Standar | Rp. 5.162.302 ,- Per Hari
(PP)

jj- Mobilisasi Kec. Rawa Jitu Standar | Rp. 5.537.302 Per Hari
Utara (PP) ,-

kk. Mobilisasi Luar Kota (PP) Standar | Rp.10.037.302,- Per Hari

3. Ketentuan Pasal 13 Ayat (1),(2)dan(3) diubah,

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagai berikut:

a. Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan
Bis Umum

sehingga Pasal 13

No Jenis Kendaraan Tarif Frekuensi

a. Bus Besar Rp. 10.000 Sekali Masuk
b. Bus Sedang Rp. 5.000 Sekali Masuk
C. Angkutan Pedesaan Rp. 1.500 Sekali Masuk

b. Pelayanan Penyediaan tempat usaha dan fasilitas lain ditetapkan
sebagai berikut :

No Pemakaian Tempat Tarif Frekuensi
a. Kios Rp. 126.000 Per M2 /Tahun
b. Kantor/Loket Rp. 1.260.000 Per Unit/Tahun
C. WC Umum
1. Mandi Rp. 2.000 Sekali Pemakaian
2. Buang Air Besar Rp. 2.000 Sekali Pemakaian
/Kecil
d. Pelayanan Parkir
Kendaraan Pribadi
1. Kendaran Rp. 2.000 Sekali Parkir
Bermotor roda dua
2. Kendaraan Rp. 2.000 Sekali Parkir
bermotor roda tiga
3. Kendaraan Rp. 4.000 Sekali Parkir
bermotor roda
empat/lebih




4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasall8
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan
sebagai berikut:

Jenis
No Pelayanan Jenis Ternak Tarif Frekuensi
1 Pemeriksaan a. Sapi/kerbau Rp 10. 000,- /ekor
kesehatan hewan b. Babi Rp 10.000,- /ekor
ternak sebelum dan | c. Kambing domba Rp7.000,- /ekor
sesudah dipotong
(RPH dan TPH)
2 Pemakaian a. Sapi/kerbau Rp 9.500,- | /ekor/hari
Kandang (RPH) b. Babi Rp 10.000,- | /ekor/hari
c. Kambing/domba Rp 6.000,- | /ekor/hari
3 Pemotongan Hewan | a. Sapi/kerbau Rp 8.500,- /ekor
Ternak b. Babi Rp 8.500,- /ekor
c. Kambing/domba Rp 6.000,- /ekor
4 Pemakaian tempat a. Sapi/kerbau Rp 7.000,- | /ekor/hari
pelayuan daging b. Babi Rp 6.000,- | /ekor/hari
(RPH) c. Kambing/domba Rp 5.000,- | /ekor/hari
S Pemakaian a. Sapi/kerbau Rp 2.000,- | /km/ekor
Angkutan (RPH) b. Babi Rp 2.000,- | /km/ekor
c. Kambing/domba Rp 2.000,- | /km/ekor

5. Setelah Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) Bab yaitu BAB VIA, BAB VIB, dan
BAB VIC, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 18a
Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus Parkir disediakan
dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18 b
(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan,
dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta.

Pasal 18 c
(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat
Khusus Parkir.
(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan = Retribusi



(1)

(2)

(1)

(2)

diwajibkan  untuk melakukan pembayaran Rertribusi, termasuk
pemugut atau pemotong Rertribusi jasa tempat Khusus Parkir.

Pasal18d
Tingkat Pengguna Jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan

jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal
18e

No Jenis Kendaraan Tarif Frekuensi
1 Truk Tronton Rp. 10.000 Sekali Parkir
2 Bus/Truk Rp. 10.000 Sekali Parkir
3 Sedan/Jeep/Mikrobus Rp. 10.000 Sekali Parkir

/Mikrolet /PickUp
4 Sepeda Motor Rp. 5.000 Sekali Parkir
) Kendaraan bermotor Rp. 5.000 Sekali Parkir

roda tiga

BAB VIB

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 18h
Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut
Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, Pariwisata dan
Olahraga yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah

Pasal18i
Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 h adalah pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.
Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD dan Pihak Swasta

Pasal 18;j

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang Pribadi
atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Tempat
Rekreasi dan Olahraga.

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemugut atau pemotong Retribusi Jasa Tempat Rekreasi dan
Olahraga.



Pasal 18k
Tingkat Pengunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur
berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan dikalikan tarif.

Pasal 181
Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan
sebagai berikut :

No Jenis Pelayanan Tarif Frekuensi
1 Tempat Rekreasi
a. Waterboom Rp. 10.000 Sekali Masuk
b. Sarana Bebek- Rp. 5.000 Per Oarang
bebekan sekali putaran
c. Menunggang Rp. 10.000 Per Orang sekali
Kuda putaran
d. Sewa Tempat Rp.150.000 Per Bulan
Kuliner
e. Bianglala Rp. 5.000 Per Orang
f. Kebun Binatang Rp. 10.000 Per Orang
Mini
2 Tempat Olahraga
a. GOR Rp. 5.000.000 | Per Kegiatan
b. Lapangan Tenis Per Kegiatan
BAB VIC

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 18m
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut
atas penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 18n
(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 m adalah penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN. BUMD dan
Pihak Swasta

Pasal 180

(1) Subjek Retribusi Penjulan Produksi usaha Daerah adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

(2) Wajib retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungutan atau pemotongan Retribusi Jasa Penjualan Produksi
Usaha Daerah.



Pasal 18p
Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan
sebagai berikut :

Jenis Ukuran Volume Harga Retribusi
Produksi (5%)

Ikan Patin

- Benih V25 1 Ekor Rp 80,- Rp.4

- Benih 1” 1 Ekor Rp 90,- Rp.4,5

- Benih 1,57 1 Ekor Rp. 160,- Rp.8

- Benih 27 1 Ekor Rp. 180,- Rp.9

- Benih 3” 1 Ekor Rp. 270,- Rp.13,5
- Benih 4” 1 Ekor Rp. 360,- Rp.18
Konsumsi 2 ekor Rp. 18.000,- Rp.900
Ikan Gurame

- Benih lcm 1 Ekor Rp 500,- Rp.25

- Benih 2cm 1 Ekor Rp 700,- Rp.35

- Benih 3cm 1 Ekor Rp. 1.500,- Rp.75

- Benih 4cm 1 Ekor Rp. 2.500,- Rp.125

- Benih S-7cm 1 Ekor Rp. 5.000,- Rp.250

- Benih 7-10cm 1 Ekor Rp. 8.000,- Rp.400
Konsumsi 2-3 ekor | Rp. 45.000,- Rp.2.250
Ikan Lele

- Benih 2-3 cm 1 Ekor Rp 80,- Rp.4

- Benih 3-S5 cm 1 Ekor Rp 100,- Rp.5

- Benih 4-6 cm 1 Ekor Rp. 120,- Rp.6

- Benih S5-7 cm 1 Ekor Rp. 160,- Rp.8

- Benih 7-9 cm 1 Ekor Rp. 250,- Rp.12,5
Konsumsi 6-8 ekor | Rp. 18.000,- Rp.900
Ikan Mas

- Benih 1-2 cm 1 Ekor Rp 25,- Rp.1,25
- Benih 2-3 cm 1 Ekor Rp 60,- Rp.3

- Benih 3-5 cm 1 Ekor Rp. 110,- Rp.5,5

- Benih 5-8 cm 1 Ekor Rp. 300,- Rp.15

- Benih 8-12 cm 1 Kg Rp. 40.000,- Rp.2.000
Konsumsi 4-5 ekor | Rp. 30.000,- Rp.1.500
Ikan Nila
- Benih Nila

Calin sultana 2-3 cm 1 Ekor Rp. 80,- Rp.4
- Benih Nila

Calin sultana 3-5 cm 1 Ekor Rp. 150,- Rp.7,5
- Benih Nila Gift 2-3 cm 1 Ekor Rp. 50,- Rp.2,5
- Benih Nila Gift 3-5cm 1 Ekor Rp. 80,- Rp.4
Konsumsi 4-5 ekor | Rp. 25.000,- Rp.1.250
Ikan Hias
- Benih Koi 1-3 cm 1 Ekor Rp 80,- Rp.4
- Benih Koki 1-2 cm 1 Ekor Rp 150,- Rp.7,5
- Benih Arwana 5-8 cm 1 Ekor Rp 100.000,- Rp.5.000
- Benih Cupang 1-1,5 cm 1 Ekor Rp 1.000,- Rp.50




(1)

(2)

(1)

(2)

BAB VII
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 18q
Dengan nama Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar/
pertokoan yang dikontrakan.

Pasal 18r
Objek Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18q adalah penyediaan fasilitas
pasar/pertokoan yang dikontrakkan/disediakan/diselenggarakan
Pemerintah Daerah.
Dikecualikan dari objek Retribusi sebgaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola
oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 18s

Subjek Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan/memakai fasilitas pasar
grosir dan/atau pertokoan yang
dikontrakkan/disediakan/diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Wajib retribusi Pasar Grosir adalah orang Pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 18t
Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur
berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan Pasar Grosir

dan/atau Pertokoan.

Pasal 18u

Besaran tarif retribusi pasar grosir/pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pasar Tipe A

No | FASILITAS LOKASI LUAS TARIF PER TAHUN | PER PER HARI
BULAN
1 | Toko/Ruko/ | Tengah |5%7M2 | Rp.1.500/mir | Rp.18.900.000 | RP.1.575.000 | Rp.52.500
Kios Tengah |4x7 M2 | Rp.1.500/mtr | Rp.15.120.000 | Rp. 1.260.000 | Rp.42.000
Tengah
eng 4x6M2 | Rp.1.500/mtr | Rp.12.960.000 | Rp.1.080.000 | Rp.36.000
Tengah |4xs5M2 | Rp.1.500/mtr | Rp.10.800.000 | Rp. 900.000 | Rp.30.000
Pinggir 5x7M2 | Rp.1.750/mtr | Rp.22.050.000 | Rp.1.837.500 | Rp. 61.250
Pinggir
Ingel 4x 7M2 | Rp.1.750/mtr | Rp.17.640.000 | Rp. 1.470.000 | Rp.49.000
4x6M Rp.1. mtr Rp 15.120. Rp. 1. . Rp. 42.
Pinggir 6 M2 750 5.120.000 260.000 2.000
Pinggir
g8 4x5M2 | Rp.1.750/mtr | Rp.12.600.000 | Rp 1.050.000 | Rp.35.000
2 | Los Tengah,/ | 3x3M2 | Rp.1.250/mir | Rp. 4.050.000 Rp. 337.500 Rp. 11.250
Pinggir
3 Toilet Rp. 2.000/0rg




2. Pasar Tipe B

No | FASILITAS LOKASI LUAS TARIF PER PER PER
TAHUN BULAN HARI
1 | Toko/Ruko/ | Tengah |5x7M2 | Rp.1000/mir | Rp.12.600.000 | RP.1.050.000 | Rp.35.000
Kios Tengah | 4x7 M2 | Rp.1.000/mtr Rp.10.080.000 | Rp. 840.000 Rp.28.000
Tengah
eng 4x6M2 | Rp.1.000/mtr | Rp.8.640.000 | Rp.720.000 Rp. 24.000
Tengah |4x5M2 | Rp.1.000/mtr Rp.7.200.000 | Rp. 600.000 | Rp. 20.000
Pinggir 5x7M2 | Rp.1.250/mtr Rp.15.750.000 | Rp.1.312.500 | Rp. 43.750
Pinggir
nge! 4x 7M2 | Rp.1.250/mtr Rp.12.600.000 | Rp. 1.050.000 | Rp.35.000
Pinggir 4x6M2 | Rp.1.250/mtr Rp 10.800.000 | Rp. 900.000 Rp. 30.000
Pinggir
g8 4x5M2 | Rp.1.250/mtr Rp.9.000.000 | Rp 750.000 Rp.25.000
2 | Los Tengah/ | 3x3M2 | Rp.750/mir Rp. 2..430.000 | Rp. 202.500 Rp. 6.750
Pinggir
3 Toilet Rp. 2.000/0rg
3. Pasar Tipe C
No | FASILITAS LOKASI LUAS TARIF PER PER PER
TAHUN BULAN HARI
1 | Toko/Ruko/ | Tengah |5x7M2 | Rp.900/mir Rp.11.340.000 | RP.945.000 Rp.31.500
Kios Tengah 4x7 M2 | Rp.900/mtr Rp.9.072.000 | Rp. 756.000 Rp.25.200
Tengah
eng 4x6M2 | Rp.900/mtr Rp.7.776.000 | Rp. 648.000 Rp. 21.600
Tengah |4xs5M2 | Rp.900/mtr Rp.6.480.000 | Rp. 540.000 | Rp. 18.000
Pinggir 5x7M2 | Rp.1.100/mtr Rp.13.860.000 | Rp.1.155.000 | Rp. 38.500
Pinggir
Ingel 4x 7M2 | Rp.1.100/mtr Rp.11.088.000 | Rp. 924.000 Rp.30.800
Plngglr 4x6M2 | Rp.1.100/mtr Rp 9.504.000 Rp. 792.000 Rp. 26.400
Pinggir
g8 4x5M2 | Rp.1.100/mtr Rp.7.920.000 | Rp 660.000 Rp.22.000
2 | Los Tengah/ | 3x3M2 | Rp.650/mir Rp. 2.106.000 | Rp. 175.500 Rp. 5.850
Pinggir
3 Toilet Rp. 2.000/0rg
4. Pasar Tipe D
No | FASILITAS LOKASI LUAS TARIF PER PER PER
TAHUN BULAN HARI
1 | Toko/Ruko/ | Tengah |5x7M2 | Rp.750/mir Rp.9.450.000 | RP.787.500 Rp.26.250
Kios Tengah |4x7 M2 | Rp.750/mtr Rp.7.560.000 | Rp. 630.000 Rp.21.000
Tengah
eng 4x6M2 | Rp.750/mtr Rp.6.480.000 | Rp. 540.000 Rp. 18.000
Tengah |4xs5M2 | Rp.750/mtr Rp.5.400.000 | Rp. 450.000 | Rp. 15.000
Pinggir 5x7M2 | Rp.900/mtr Rp.11.340.000 | Rp.945.000 Rp. 31.500
P%ngg%r 4x 7M2 | Rp.900/mtr Rp.9.072.000 | Rp. 756.000 Rp.25.200
Pinggir 4x6M2 | Rp.900/mtr Rp 7.776.000 | Rp. 648.000 Rp. 21.600
Pinggir
g8 4x5M2 | Rp.900/mtr Rp.6.480.000 | Rp 540.000 Rp.18.000
2 | Los Tengah/ | 3x3M2 | Rp.500/mir Rp. 1.620.000 | Rp. 135.000 Rp. 4.500
Pinggir
3 Toilet Rp. 2.000/0rg




PASAL II
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI MESUJI,

Dto.

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 8 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

RIZAL FAUZI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI
LAMPUNG : 02/702/MSJ/2018



